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ABSTRAK 
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, SANKSI 
PAJAK DAN PENGAWASAN OLEH ACCOUNT REPRESENTATIVE 
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK  
(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon) 
EFFECT OF TAXPAYERS AWERENESS, SERVICE OF FISCUS, TAX 
PENALTIES AND SUPERVISION BY ACCOUNT REPRESENTATIVE 
TOWARDS THE LEVEL OF FORMAL COMPLIANCE OF TAXPAYERS  
(Study in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon) 
Siti Fatimah Bandjar 
M. Christian Mangiwa 
H. Arifuddin 
  
Pada tahun 2012-2014, terjadi penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi (WPOP) namun pada tahun 2015, kembali meningkat. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak, 
pelayanan fiskus, sanksi pajak dan pengawasan oleh account representative 
terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak. Penelitian ini dilakukan dengan 
metode survey terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ambon. 
Sampel diperoleh secara random sampling. Metode pengumpulan data melalui 
kuesioner, dan selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis regresi linier 
berganda. Hasil penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, 
sanksi pajak dan pengawasan oleh account representative berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak secara parsial dan 
simultan. Variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memberikan 
pengaruh paling besar terhadap kepatuhan formal wajib pajak. 
 
Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, account 
representative, kepatuhan formal wajib pajak. 
 
In 2012-2014, the level of tax compliance of individual taxpayers in KPP Pratama 
Ambon has decreased significantly, but in 2015 back the increase. This research 
aims to test and analyze the impact of taxpayers awareness, service of fiscus, tax 
penalties, and supervision by account representative towards the level of formal 
compliance taxpayer. This research was conducted by survey method in KPP 
Pratama Ambon. Sampling obtained in random sampling. Data collection method 
used are questionnaires, and further data were analyzed using multiple 
regression analysis. The result of this research is that the taxpayers awareness, 
service of fiscus, tax penalties, and supervision by account representative have a 
positive and significant impact on formal compliance of the taxpayers. Variabel 
taxpayers awareness and tax penalties provides the greatest influence on formal 
compliance of the taxpayers. 
 
Keywords : tax payers awareness, service of fiscus, tax penalties, account 
representative, formal compliance of taxpayers. 
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BAB I 
 PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang 
Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar dan 
sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk 
mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sumber penerimaan negara 
yang berasal dari pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berasal 
dari sektor internal yang cukup potensial sebagai penerimaan negara (APBN) 
maupun daerah (APBD), sedangkan penerimaan negara dari sektor eksternal 
yaitu pinjaman dari luar negri. Sebagai upaya bangsa kita untuk melepaskan diri 
dari ketergantungan bantuan luar negri, maka pemerintah terus berusaha agar 
penerimaan negara disektor pajak meningkat dari tahun ke tahun. Begitu 
besarnya peran pajak dalam APBN maupun APBD, maka usaha untuk 
meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal 
ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Dana yang telah diperoleh dari 
beberapa sektor penerimaan APBN akan digunakan untuk keberlangsungan atau 
pengeluaran negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran 
pembangunan.  
Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari 
sektor pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari official 
assessment system menjadi self assessment system yang mulai diterapkan 
sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi 
wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk 
menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya 
terutang. Official assessment system merupakan sistem pemungutan yang 
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memberi wewenang kepada fiskus untuk menetapkan besarnya pajak yang 
terutang oleh wajib pajak (Santi, 2012). Kelebihan dari sistem ini adalah segala 
risiko pajak yang akan timbul menjadi tanggung jawab fiskus, seperti terlambat 
membayar atau melapor dikarenakan keterlambatan fiskus menetapkan 
besarnya jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kelemahan 
dari sistem ini adalah wajib pajak bersifat pasif mengikuti ketentuan dan 
ketetapan yang dikeluarkan oleh fiskus. Perubahan sistem perpajakan tersebut 
dimaksudkan untuk menjadikan wajib pajak sebagai subjek mandiri dalam 
pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan 
pembangunan dan penyederhanaan serta peningkatan efisiensi administrasi di 
bidang perpajakan.  
Self assessment system juga merupakan sistem yang mengharuskan 
wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang 
dilaporkan, yakni menghadapi pemeriksaan. Penerapan self assesment system 
akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (voluntary compliance) pada 
masyarakat telah terbentuk. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan 
terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk 
memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, 
kendala yang terus menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah 
kepatuhan wajib pajak.  
Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau 
perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban 
perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Agar target pajak tercapai, perlu 
ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk 
memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri 
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wajib pajak sendiri, tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Sedangkan 
kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. 
Meskipun demikian, dalam praktek sulit untuk membedakan apakah wajib pajak 
yang memenuhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadaran atau 
kepatuhan perpajakan. (Mutmainnah, 2014). 
Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi 
administrasi (dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana. Sanksi 
diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, 
diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib 
pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi 
perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sanksi perpajakan diberikan 
kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap 
kewajiban pajaknya. 
Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak 
mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang 
berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai 
pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak. 
Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka Direktorat 
Jenderal Pajak melakukan modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi 
administrasi perpajakan memberikan banyak perubahan mendasar mulai dari 
restrukturisasi organisasi sampai dengan pengembangan sumber daya manusia 
serta penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Pada 
tahun 2006 ditetapkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung pelaksanaan 
modernisasi administrasi perpajakan yang diantaranya adalah kebijakan 
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pembentukkan account representative yang tertuang dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 68/PMK.01/2008. “Account representative adalah aparat pajak 
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan secara 
langsung untuk sejumlah wajib pajak tertentu yang telah ditugaskan kepadanya”. 
Di dalam mengontrol kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan pengawasan, 
dimana pengawasan itu diharapkan mengarahkan wajib pajak untuk memenuhi 
kewajiban pajaknya. 
Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Ambon Tahun 2012-2015 
Tahun Jumlah WP Jumlah SPT Tahunan Kepatuhan (%) 
2012 73.803 33.551 70% 
2013 86.287 42.425 73% 
2014 94.738 47.649 69% 
2015 87.802 54.056 86% 
Sumber: KPP Pratama Ambon (2016) 
 
Berdasarkan tabel 1.1 maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2012 hingga 
2015, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pajak Pratama 
Ambon selalu berubah-ubah. Hal ini tentu membutuhkan suatu kajian agar hal 
tersebut tidak terjadi berlarut-larut. Kondisi tersebut memberikan motivasi untuk 
dilakukannya penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat 
kepatuhan formal Wajib Pajak di KPP Pratama Ambon.  
Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki 
Pekerjaan Tetap dan Lepas yang Terdaftar di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Ambon Tahun 2012-2015 
Tahun Jumlah WPOP Pekerjaan 
Tetap 
Pekerjaan 
Lepas 
Tingkat Kepatuhan 
Tetap Lepas 
2012 73.803 44.282 29.521 60% 40% 
2013 86.287 55.224 31.063 64% 36% 
2014 94.738 66.317 28.421 70% 30% 
2015 87.802 63.217 24.585 72% 28% 
Sumber: KPP Pratama Ambon (2016) 
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 Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak 
yang memiliki pekerjaan tetap pada tahun 2012 adalah sebanyak 44.282 orang 
atau sebesar 60%, sedangkan wajib pajak yang memiliki pekerjaan lepas 
sebanyak 29.521 orang atau sebesar 40%. Tahun 2013 tingkat kepatuhan wajib 
pajak yang memiliki pekerjaan tetap adalah sebanyak 55.224 orang atau sebesar 
64%, sedangkan wajib pajak yang memiliki pekerjaan lepas sebanyak 31.063 
atau sebesar 36%. Tahun 2013 tingkat kepatuhan wajib pajak yang memiliki 
pekerjaan tetap adalah sebanyak 55.224 orang atau sebesar 64%, sedangkan 
wajib pajak yang memiliki pekerjaan lepas sebanyak 31.063 atau sebesar 36%. 
Tahun 2014 tingkat kepatuhan wajib pajak yang memiliki pekerjaan tetap adalah 
sebanyak 66.317 orang atau sebesar 70%, sedangkan wajib pajak yang memiliki 
pekerjaan lepas sebanyak 28.421 atau sebesar 30%. Tahun 2015 tingkat 
kepatuhan wajib pajak yang memiliki pekerjaan tetap adalah sebanyak 63.217 
orang atau sebesar 72%, sedangkan wajib pajak yang memiliki pekerjaan lepas 
sebanyak 24.585 atau sebesar 28%. 
Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan NPWP di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Ambon Tahun 2012-2015 
Tahun Jumlah WP Jumlah WP yang 
Melaporkan NPWP 
Jumlah WP yang Tidak 
Melaporkan NPWP 
2012 73.803 51.662 22.141 
2013 86.287 62.989 23.298 
2014 94.738 65.369 29.369 
2015 87.802 75.510 12.292 
Sumber: KPP Pratama Ambon (2016) 
 
Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang 
melaporkan NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon pada tahun 2012 
adalah sebanyak 51.662 orang dan yang tidak melaporkan NPWP sebanyak 
22.141 orang. Tahun 2013 jumlah wajib pajak yang melaporkan NPWP adalah 
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sebanyak 62.989 orang dan yang tidak melaporkan NPWP adalah sebanyak 
23.298 orang. Tahun 2014 jumlah wajib pajak yang melaporkan NPWP adalah 
sebanyak 65.369 orang dan yang tidak melaporkan NPWP adalah sebanyak 
29.369 orang. Tahun 2015 jumlah wajib pajak yang melaporkan NPWP adalah 
sebanyak 75.510 orang dan yang tidak melaporkan NPWP adalah sebanyak 
12.292 orang. 
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mutmainnah (2014), 
tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak 
terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak Wilayah KPP Pratama Makassar 
Selatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian 
ini menambahkan pengawasan oleh account representative sebagai salah satu 
variabel independennya, dan objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang 
pribadi yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon.  Peneliti 
memilih account representative sebagai variabel independen karena account 
representative memiliki fungsi sebagai pengawas atas kewajiban pajak wajib 
pajak. Fungsi pengawasan ini dinilai penting karena dengan adanya 
pengawasan, wajib pajak akan dimonitoring dan diingatkan tentang kewajibannya 
dalam membayar pajak. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 
lebih lanjut tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, 
Sanksi Pajak dan Pengawasan oleh Account Representative terhadap 
Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut.  
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1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib 
pajak? 
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib 
pajak? 
3. Apakah sanksi pajak  berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib  pajak? 
4. Apakah pengawasan oleh account representative berpengaruh terhadap 
kepatuhan formal wajib pajak? 
5. Apakah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan 
pengawasan oleh account representative berpengaruh secara simultan 
terhadap kepatuhan formal wajib pajak? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan 
formal wajib pajak. 
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan formal 
wajib pajak. 
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan formal wajib 
pajak. 
4. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan oleh account representative 
terhadap kepatuhan formal wajib pajak.  
5. Untuk mengetahui pengaruh kekesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, 
sanksi pajak dan pengawasan oleh account representative terhadap tingkat 
kepatuhan formal wajib pajak. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi tambahan 
dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan mengangkat tema 
yang sama yaitu perpajakan atau bisa juga hanya sebagai bahan bacaan untuk 
menambah wawasan pembaca. 
1.4.2 Kegunaan  Praktis 
Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak 
dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan formal wajib 
pajak yang dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, 
sanksi pajak dan pengawasan oleh account representative terutama bagi daerah 
lokasi penelitian. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan mengacu pada pedoman penulisan skripsi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin 2012. Adapun penelitian ini terdiri 
atas lima bab yaitu sebagai berikut. 
Bab I Pendahuluan 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II Tinjauan Pustaka 
Bab ini memuat teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam 
penelitian dan kerangka pemikiran yang akan menjelaskan secara singkat 
permasalahan yang akan diteliti, penelitian terdahulu, serta akan 
menjabarkan hipotesis penelitian. 
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Bab III Metode Penelitian 
Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu, 
populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 
variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian dan 
teknik analisis data yang digunakan 
Bab IV Hasil Penelitian 
Bab ini berisikan tentang uraian karakteristik masing-masing variabel dan 
memuat uraian mengenai hasil pengujian hipotesis serta pembahasan 
hasil penelitian. 
Bab V Penutup 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan 
penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang nantinya dapat 
dijadikan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Teori Atribusi 
 Teori atribusi dapat diartikan sebagai suatu proses bagaimana seseorang 
mencari kejelasan sebab-sebab dari perilaku orang lain. Menurut Robbins 
(2016:104) teori atribusi mencoba menjelaskan cara-cara kita menilai orang 
dengan berbeda, bergantung pada pengertian yang kita atribusikan pada sebuah 
perilaku. Ketika kita mengamati perilaku seorang individu, kita mencoba 
menentukan apakah itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Perilaku 
yang disebabkan oleh faktor internal adalah yang berada dalam kendali perilaku 
pribadi dari individu. Perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah 
perilaku yang diyakini sebagai hasil dari sebab-sebab luar atau berasal dari luar 
diri individu. 
Penelitian ini menggunakan teori atribusi untuk mengetahui faktor-faktor 
yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. 
Ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat disebabkan oleh faktor 
internal maupun faktor eksternal. Berdasarkan hal tersebut, peneliti beranggapan 
bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan pengawasan 
oleh account representative merupakan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat 
kepatuhan wajib pajak. 
 
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pajak 
2.2.1 Pengertian Pajak 
 Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 
dalam Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :
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“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya kemamakmuran rakyat”. 
 
Mardiasmo (2011:1) mengemukakan pajak adalah iuran rakyat kepada 
kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 
mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Santoso Brotodiharjo 
dalam Ilyas dan Burton (2011:6) mengemukakan beberapa pendapat pakar 
tentang definisi pajak, beberapa di antaranya seperti dalam kutipan sebagai 
berikut. 
1. Feldmann (1949) 
Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada 
penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa 
adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup 
pengeluaran-pengeluaran umum. 
2. Smeets (1951) 
Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-
norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi 
yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah. Smeets mengakui bahwa definisinya 
hanya menonjolkan fungsi budgeter saja, baru kemudian ia menambahkan 
fungsi mengatur pada definisinya. 
3. Soeparman Soemahamidjaja (1964) 
Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh 
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi 
barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 
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Soeparman Soemahamidjaja mencantumkan istilah Iuaran Wajib dengan 
harapan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan 
kerja sama dengan wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan 
istilah “paksaan”. Selanjutnya ia berpendapat terlalu berlebihan kalau khusus 
mengenai pajak ditekankan pentingnya unsur paksaan karena dengan 
mencantumkan unsur paksaan seakan-akan tidak ada kesadaran masyarakat 
untuk melakukan kewajibannya. 
4. Rochmat Soemitro (1974) 
Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra 
prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum. Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa unsur 
“dapat dipaksakan‟ artinya bahwa bila utang pajak tidak dibayar, maka utang 
pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan 
mengeluarkan surat paksa dan melakukan penyitaan bahkan bisa dengan 
melakukan penyanderaan. Sedangkan terhadap pembayaran pajak tersebut 
tidak dapat ditunjukkan jasa-timbal-balik tertentu, seperti halnya dengan 
retribusi. 
Empat pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada lima 
unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu: 
1. pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang; 
2. sifatnya dapat dipaksakan; 
3. tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh 
pembayar pajak; 
4. pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat 
maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan 
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5. pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin 
dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. 
2.2.2 Fungsi Pajak 
Pada dasarnya fungsi pajak menurut Priantara (2013:4) adalah sebagai 
fungsi pendanaan negara, namun ada fungsi lainnya yaitu sebagai fungsi 
mengatur. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut. 
1. Fungsi Pendanaan (budgetair) 
Fungsi budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu 
pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara 
optimal berdasarkan undang-undang perpajakann yang berlaku. Fungsi ini 
disebut juga fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama 
kali timbul. Fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan 
pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-
banyaknya dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 
2. Fungsi Mengatur (regulair) 
Fungsi regulair disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan 
sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang 
keuangan. Hal itu disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi 
pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan 
dana bagi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan 
sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun bukan 
menjadi fungsi utama, fungsi regulair pada ekonomi makro merupakan hal 
penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dari Pemerintah yang menjadi mitra 
kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia).  
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2.2.3 Jenis Pajak 
 Ilyas dan Burton (2011:27) menyatakan jenis-jenis pajak yang dapat 
dikenakan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu menurut sifatnya, 
sasaran/objeknya, dan lembaga pemungutannya. 
1. Menurut Sifatnya 
a. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri 
oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta 
dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya 
pajak penghasilan. 
b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan 
kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau 
peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya pajak pertambahan nilai. 
2. Menurut Sasaran/Objeknya 
a. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan dengan pertamatama 
memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah 
diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya 
sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya 
pajak penghasilan. 
b. Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamatama 
memerhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau 
peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. 
Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai 
hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya pajak 
pertambahan nilai. 
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3. Menurut Lembaga  
a. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang 
dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. 
Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pungutan pajak pusat dikumpulkan 
dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN). 
b. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 
yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas 
Pendapatan Daerah. Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan 
dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD). 
Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 dalam Pasal 2 ayat (1) 
dan (2) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dapat 
digolongkan menjadi. 
1. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi), terdiri atas : 
a. Pajak Kendaraan Bermotor; 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
d. Pajak Air Permukaan; dan 
e. Pajak Rokok. 
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), terdiri atas : 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
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f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
g. Pajak Parkir; 
h. Pajak Air Tanah; 
i. Pajak Sarang Burung Walet; 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan 
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
2.2.4 Tarif Pajak 
Menurut Mardiasmo (2011:9) terdapat 4 macam tarif pajak, yaitu tarif 
sebanding/proporsional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif. 
1. Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, 
terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak 
yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 
2. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenai 
pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 
3. Tarif progresif, yaitu tarif persentase yang digunakan semakin besar bila 
jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 
4. Tarif degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang 
dikenai pajak semakin besar. 
2.2.5 Syarat Pemungutan Pajak 
Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 
hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 
sebagai berikut. 
1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadlian)  
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 
dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 
diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 
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dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya 
yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, 
penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis 
Pertimbangan Pajak. 
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)  
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 
maupun warganya. 
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 
masyarakat. 
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil)  
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi 
oleh undang-undang perpajakan yang baru.  
2.2.6 Asas Pemungutan Pajak 
Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli 
mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain: 
1. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang 
terkenal “The Four Maxims”, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. 
a. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas 
keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai 
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dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh 
bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 
b. Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus 
berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai 
sanksi hukum. 
c. Asas Convenience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu 
atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi 
wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya di saat wajib pajak baru 
menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. 
d. Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan 
pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya 
pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. 
2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. 
a. Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan 
besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka 
semakin tinggi pajak yang dibebankan. 
b. Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk 
kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. 
c. Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
d. Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu 
dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama 
(diperlakukan sama).  
e. Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan 
sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai 
obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. 
19 
 
 
 
3. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. 
a. Asas politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai 
sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. 
b. Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat. Misalnya: pajak 
pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah. 
c. Asas keadilan: yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa 
diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. 
d. Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, 
dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara 
membayarnya) dan besarnya biaya pajak. 
e. Asas yuridis segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang. 
2.2.7 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak 
Mardiasmo (2011:56) menjelaskan bahwa kewajiban dan hak wajib pajak 
adalah sebagai berikut. 
1. Kewajiban wajib pajak 
a. Mendaftarkan diri untuk mendapapatkan NPWP. 
b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 
c. Menghitung sendiri dan membayar sendiri pajak dengan benar. 
d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke 
Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah diitentukan. 
e. Menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan. 
f. Jika diperiksa wajib : 
1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib 
pajak, atau objek yang terutang pajak. 
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2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 
g. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau 
dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu 
kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu 
ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. 
2. Hak Wajib Pajak 
a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding. 
b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT. 
c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukan. 
d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. 
e. Mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran 
pajak. 
f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat 
ketetapan pajak. 
g. Meminta pengambilan kelebihan pembayaran pajak. 
h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta 
pembetulan surat ketetapan pajak yang sah. 
i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban. 
j. Mengajukan keberatan banding 
2.2.8 Sistem Pemungutan Pajak 
 Ilyas dan Burton (2011:30) mengemukakan sistem pemungutan pajak 
dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu official assessment system,  self 
assessment system, dan withholding system. 
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1. Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan 
besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. 
2. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang 
pajak. 
3. Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak 
yang terutang. 
2.2.9 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) 
Menurut Widyaningsih (2013:279) SPT dibedakan menjadi dua, yaitu SPT 
Masa dan SPT Tahunan. 
1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. SPT Masa 
terdiri dari SPT Masa Pph, SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPnBM. 
2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau 
Bagian Tahun Pajak. SPT Tahunan terdiri dari formulir-formulir sebagai 
berikut. 
a. SPT 1771-Rupiah: SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Badan 
b. SPT 1771-US: SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Badan yang diizinkan 
menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang 
dollar Amerika Serikat 
c. SPT 1770: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki 
penghasilan dari usaha pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pemberi 
kerja 
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d. SPT 1770 S: SPT Tahunan Pph Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki 
penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dengan penghasilan bruto 
lebih dari 60 juta rupiah setahun 
e. SPT 1770 SS: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dengan 
penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta rupiah setahun. 
f. SPT 1721: SPT Tahunan PPh Pasal 21. 
 
2.3 Kepatuhan Pajak 
 Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013), istilah kepatuhan 
berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat 
memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk 
dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang 
patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
 Menurut Rahayu (2013:138) kepatuhan dan kesadaran pemenuhan 
kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana: 
1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 
Menurut Rahayu (2013:138) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu 
kepatuhan formal dan kepatuhan material. 
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1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-
Undangan Perpajakan. 
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan wajib pajak secara substantif atau 
hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi 
dan jiwa Undang-Undang Pajak, kepatuhan material juga dapat meliputi 
kepatuhan formal. 
Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, kriteria 
kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut. 
1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 
tahun terakhir  
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.  
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal 
terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada 
pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang 
paling banyak 5%. 
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh 
Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat 
dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal. 
Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak 
dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku 
dalam suatu negara. 
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2.4 Kesadaran Wajib Pajak 
 Menurut Rahayu (2013:141) kesadaran wajib pajak akan meningkat 
bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan 
meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat akan berdampak positif 
terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.  
 Kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya 
tergantung pada masalah-masalah teknis saja menyangkut metode pemungutan, 
tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai 
perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 
dan pelayanan kepada wajib pajak, serta kemauan wajib pajak dalam mematuhi 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 
2.5 Pelayanan Fiskus 
Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan 
yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada wajib pajak untuk 
membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 Pasal 
58 menjelaskan Fungsi dari Kantor Pajak Pratama sebagai Pelayanan Fiskus, 
yaitu: 
a. Pengumpulan, pencarian dana pengolahan data, pengamatan potensi 
perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek 
pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan; 
b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 
c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 
pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; 
d. Penyuluhan perpajakan; 
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e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak; 
f. Pelaksanaan ekstensifikasi; 
g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; 
h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak; 
i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak; 
j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan; 
k. Pelaksanaan intensifikasi; 
l. Pembetulan ketetapan pajak; 
m. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan; 
n. Pelaksanaan administrasi kantor. 
 Ilyas dan Burton (2008:202) mengatakan bahwa untuk mengetahui 
bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada 
wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai 
fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan adalah : 
a. hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan; 
b. hak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak; 
c. hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; 
d. hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan; 
e. hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi; 
f. hak melakukan penyidikan; 
g. hak melakukan pencegahan; 
h. hak melakukan penyenderaan. 
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2.6 Sanksi Pajak 
 Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 
dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan 
alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. 
Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu 
Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi administrasi merupakan 
pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan 
kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, 
merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar 
norma perpajakan dipatuhi. Ancaman terhadap pelanggan suatu norma 
perpajakan ada yang diancam dengan sanksi adminisitrasi saja, ada yang 
diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi 
administrasi dan sanksi pidana. 
 
2.7 Pengawasan oleh Account Representative 
Menurut Hutagaol (2007:22) account representative adalah pegawai 
Direktorat Jenderal Pajak yang bekerja pada Kantor Pelayanan Pajak yang 
diberikan kepercayaan dan kewenangan untuk memberikan pelayanan, 
pembinaan, pengawasan secara langsung kepada wajib pajak.  
Account representative bertindak sebagai liaison officer Kantor Pelayanan 
Pajak Wajib Pajak Besar di dalam mengkomunikasikan kewajiban dan hak wajib 
pajak di bidang perpajakan. Keberadaan account representative selain sebagai 
liaison officer, diharapkan : 
a. mampu menjamin akurasi, konsistensi, kepastian, ketetapan dan efisiensi 
waktu di dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak 
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b. dapat membangun hubungan yang lebih terbuka didasari saling percaya 
antara wajib pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, sehingga 
menciptakan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
dan haknya di bidang perpajakan.  
 
2.8 Wajib Pajak Orang Pribadi 
Mardiasmo (2011:23) berpendapat bahwa wajib pajak adalah orang 
pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut 
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan Perundang-Undangan perpajakan. Ilyas dan Burton (2008:197) 
menyebutkan kewajiban wajib pajak berdasarkan undang-undang perpajakan, 
yaitu sebagai berikut. 
1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 
2. Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 
3. Membayar atau menyetor pajak 
4. Membuat pembukuan atau pencatatan 
5. Menaati pemeriksaan pajak 
6. Melakukan pemotongan atau pemungutan pajak 
7. Membuat faktur pajak 
8. Melunasi bea materai 
Sedangkan hak wajib pajak berdasarkan undang-undang perpajakan, 
yaitu: 
1. Mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus 
2. Membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) 
3. Memperpanjang waktu penyampaian SPT 
4. Memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak 
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5. Mengajukan keberatan 
6. Mengajukan banding 
7. Mengajukan pejabat yang membocorkan rahasia Wajib Pajak 
8. Mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran 
pajak 
9. Meminta keterangan mengenai koreksi dalam penerbitan ketetapan pajak  
10. Memberikan alasan tambahan 
11. Mengajukan gugatan 
12. Menunda penagihan pajak 
13. Memperoleh imbalan bunga 
14. Mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung 
15. Mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang dikeluarkan 
16. Pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
17. Menggunakan norma perhitungan penghasilan neto 
18. Memperoleh fasilitas perpajakan 
19. Melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran 
 
2.9 Penelitian Terdahulu 
Penelitian tentang pajak reklame telah beberapa kali dilakukan 
sebelumnya oleh peneliti yang berbeda dan tempat yang berbeda pula. Berikut 
adalah beberapa penelitian terdahulu, yaitu. 
Mutmainnah (2014) dengan judul pengaruh kesadaran wajib pajak, 
pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan formal wajib 
pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan 
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sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan 
formal wajib pajak secara parsial dan simultan.  
Winerungan (2013) dengan judul sosialisasi perpajakan, pelayanan 
fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan 
KPP Bitung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, 
pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung. 
Santi (2012) dengan judul analisis pengaruh kesadaran perpajakan, sikap 
rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib 
pajak pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi 
denda, dan sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
pajak, baik secara parsial dan simultan. 
Arum (2012) dengan judul pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan 
fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama 
Cilacap). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, 
pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Fitri (2016) dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Makassar Utara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan 
oleh account representative, pemeriksaan pajak, tarif pajak, dan kemauan 
membayar pajak secara bersama-sama signifikan berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengawasan oleh account representative, 
pemeriksaan pajak dan kemauan membayar pajak berpengaruh positif terhadap 
30 
 
 
 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara tarif pajak berpengaruh negatif 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
 
2.10 Kerangka Pemikiran 
Kerangka pemikiran merupakan gambaran tentang pola hubungan antara 
variable-variabel yang diteliti. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada 
pembahasan sebelumnya, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan 
sebagai berikut. 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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2.11 Pengembangan Hipotesis 
2.11.1  Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib 
Pajak 
Menurut teori atribusi, perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal 
atau faktor eksternal. Dalam penelitian ini, teori atribusi digunakan untuk 
menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan formal wajib 
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pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor internal yang 
memengaruhi kepatuhan formal wajib pajak. 
Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan 
pajak. Sikap kesadaran yang tinggi mengenai pemahaman akan manfaat dan 
pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat dan dalam memajukan 
pembangunan daerah maupun pembangunan secara menyeluruh dapat 
mendorong seseorang untuk turut serta mewujudkan tanggung jawabnya dalam 
memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga kepatuhan pajaknya dapat 
meningkat.  
Kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak formal. Semakin tinggi kesadaran perpajakan maka akan meningkatkan 
kepatuhan pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Arum (2012) dan Santi 
(2012) mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka 
hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 
H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan formal wajib 
pajak.  
2.11.2  Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak 
Menurut teori atribusi, perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal 
atau faktor eksternal. Dalam penelitian ini, teori atribusi digunakan untuk 
menjelaskan pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan formal wajib pajak. 
Pelayanan fiskus merupakan salah satu faktor eksternal yang memengaruhi 
kepatuhan formal wajib pajak. 
Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, 
pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi 
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pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus juga harus memiliki 
motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik (Ilyas dan Burton, 2010).  
Pelayanan fiskus merupakan salah satu faktor yang memengaruhi 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini didukung oleh hasil 
penelitian Mutmainnah (2014) yang mengungkapkan bahwa pelayanan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan 
penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 
H2 : Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak.  
2.11.3  Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak 
Menurut teori atribusi, perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal 
atau faktor eksternal. Dalam penelitian ini, teori atribusi digunakan untuk 
menjelaskan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak. 
Sanksi pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang memengaruhi 
kepatuhan formal wajib pajak. 
Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk 
melanggar Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi 
pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak 
merugikannya. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, dengan 
kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak 
melanggar norma perpajakan. 
Sanksi pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Arum (2012) dan 
Mutmainnah (2014) mengungkapkan bahwa sanksi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka 
hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 
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H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak.  
2.11.4 Pengaruh Pengawasan oleh Account Representative terhadap 
Kepatuhan Formal Wajib Pajak 
Menurut teori atribusi, perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal 
atau faktor eksternal. Dalam penelitian ini, teori atribusi digunakan untuk 
menjelaskan pengaruh pengawasan oleh account representative terhadap 
kepatuhan formal wajib pajak. pengawasan oleh account representative 
merupakan salah satu faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan formal 
wajib pajak. 
Account representative memberikan pengawasan kepada wajib pajak 
terhadap kewajiban pajaknya. Seorang account representative harus memahami 
kondisi wajib pajak dan menemukan jalan keluar yang terbaik bagi wajib pajak 
sehingga memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi wajib pajak, hal ini akan 
berakibat pada kepatuhan seorang wajib pajak tersebut untuk membayarkan 
kewajibannya yaitu membayar pajak.  
Account representative dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Fitri (2016) yang 
mengungkapkan bahwa account representative berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka 
hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 
H4 : Pengawasan oleh account representative berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan formal wajib pajak.  
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2.11.5 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak 
dan Pengawasan oleh Account Representative terhadap Tingkat 
Kepatuhan Formal Wajib Pajak 
Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan 
pajak, tentu saja hal ini juga membutuhkan pelayanan yang baik dari para fiskus 
yang diharapkan dapat memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, 
pengetahuan dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi 
pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu juga dibuatkan sanksi 
pajak dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang 
Perpajakan. Kemudian pengawasan oleh account representative juga sangat 
dibutuhkan karena dengan adanya fungsi pengawasan ini maka kepatuhan wajib 
pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan meningkat sehingga 
penerimaan di sektor pajak pun sangat meningkat. Berdasarkan penjelasan 
diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 
H5 : Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan pengawasan 
oleh account representative terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan desain kausal yakni terdapat analisis 
pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian 
ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data primer. Data tersebut berupa kuesioner yang akan 
diisi atau dijawab oleh responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon. 
Penelitian ini terfokus pada pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, 
sanksi pajak dan pengawasan oleh account representative sebagai variabel 
independen terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak sebagai variabel 
dependennya. 
 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon 
yang bertempat di Jalan Raya Pattimura 18 GKN, Ambon. Sedangkan waktu 
penelitian sampai dengan tahap perampungannya kurang lebih 1 bulan. 
 
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 
3.3.1 Populasi Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi 
yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon dari tahun 2012-2015. 
Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 491.446 wajib pajak orang pribadi.
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3.3.2 Sampel Penelitian 
 Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan 
teknik probability sampling, dengan jenis Simple Random Sampling. Probability 
sampling adalah sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama 
bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Sedangkan 
Simple Random Sampling adalah metode pengambilan sampel dari semua 
anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memerhatikan strata yang ada 
dalam populasi itu. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah dengan rumus slovin : 
N 
n = 
1+N(e)2 
 
Keterangan : 
n  = jumlah sampel 
N = populasi 
e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan  
   sampel yang masih dapat ditorelir atau diinginkan, dalam penelitian ini  
   adalah 0,1 (10%).  
  
Dalam penelitian ini, besarnya sampel adalah : 
          491.446 
n = 
          1+491.446 (0,1)2 
         
   n = 99,97 
       n = 100 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil 
dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,9 yang dibulatkan menjadi 100 wajib 
pajak orang pribadi. 
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3.4 Jenis Dan Sumber Data 
3.4.1 Jenis Data 
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, 
yaitu data yang telah diolah dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada 
seluruh wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Ambon. 
3.4.2 Sumber Data 
 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber atau tempat di 
mana penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 
kuesioner yang dibagikan kepada responden. 
2. Data Sekunder, yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 
melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data 
sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur, buku, jurnal, 
skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah : 
1. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu data yang dikumpulkan melalui 
kuesioner dengan mengajukan daftar pertanyaan tertulis kepada responden 
yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian dan 
tiap jawaban diberikan nilai (score). Operasional penyebaran kuesioner 
dilakukan dengan cara mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Ambon. 
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2. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu data yang dikumpulkan dari 
beberapa buku dan literatur tentang perpajakan yang berkaitan dengan 
permasalahan dalam penelitian. 
3. Mengakses situs-situs dan website, metode ini digunakan untuk mencari 
referensi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
 
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
3.6.1 Variabel Penelitian 
Dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yaitu variabel bebas 
(independent variable) dan variabel terikat (dependent variable).  Variabel bebas 
adalah variabel yang memengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel 
terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, 
pelayanan fiskus, sanksi pajak dan pengawasan oleh account representative. 
Sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi, akibat dari 
adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat 
kepatuhan formal wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon. 
3.6.2 Definisi Operasional 
Pada tabel 3.1 dapat dilihat ringkasan definisi operasional yang 
digunakan dalam penelitian ini. 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional 
Variabel Pengertian Indikator 
Kesadaran 
Perpajakan 
(X1) 
Kesadaran, kesungguhan, 
dan keinginan WP untuk 
memenuhi kewajiban 
pajaknya yang ditunjukkan 
dalam pengertian WP 
terhadap fungsi pajak dan 
kesungguhan WP 
membayar 
pajak.  
1. Mengetahui adanya UU dan 
ketentuanperpajakan (x1.1) 
2. Mengetahui fungsi pajak 
untukpembiayaan negara (x1.2) 
3. Memahami bahwa 
kewajibanperpajakan harus 
dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku (x1.3) 
4. Menghitung, membayar, 
melaporkanpajak dengan suka 
rela (x1.4) 
5. Secara sadarmenghitung, 
membayar, melaporkan pajak 
dengan benar (x1.5) 
Pelayanan 
Fiskus (X2)  
Perilaku petugas 
pemeriksaan 
pajak terhadap WP yaitu 
melakukan pemeriksaan 
pajak, apakah fiskus tidak 
ada unsur 
memeras,mengada-
ada,menghitung pajak WP  
1. Kooperatif (x2.1) 
2. Menegakkan aturan perpajakan 
(x2.2) 
3. Bekerja secara jujur (x2.3) 
4. Mempersulit wajib pajak (x2.4) 
5. Pernah dikecewakan (x2.5) 
6. Informasi belum cukup baik (x2.6) 
7. Pelayanan cukup baik (x2.7) 
8. Bersikap adil (x2.8) 
Sanksi 
Pajak (X3) 
Persepsi WP terhadap 
hukum pajak yang 
mengatur 
Keadilan pelaksanaan 
peraturan perpajakan, hak 
dan kewajiban WP dan 
tingkat beban pajak itu 
terhadap WP sendiri 
 
1. Keterlambatan membayar 
pajakdiampuni dan tidak dikenai 
dendabunga (x3.1) 
2. Nilai denda bunga pajak per 
bulan sudah wajar (x3.2) 
3. Pelaksanaan sanksi denda bunga 
oleh petugas fiskus tepat pada 
waktunya (x3.3) 
4. Perhitungan pelaksanaan sanksi 
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denda bunga dilakukan oleh wajib 
pajak bersangkutan (x3.4) 
Pengawasa
n oleh 
account 
representat
ive (X4) 
Pegawai Direktorat 
Jenderal Pajak yang 
bekerja pada Kantor 
Pelayanan Pajak yang 
diberikan kepercayaan dan 
kewenangan untuk 
memberikan pelayanan, 
pembinaan, pengawasan 
secara langsung kepada 
wajib pajak. 
  
1. Account Representative membuat 
nota perhitungan penerbitan surat 
tagih kepada Wajib Pajak (x4.1) 
2. Account Representative membuat 
surat pemberitahuan perubahan 
besarnya nilai pajak wajib pajak 
(x4.2) 
3. Account Representative 
memberikan himbauan mengenai 
penyetoran SPT masa dan SPT 
tahunan (x4.3)  
4. Account Representative 
memberikan motivasi kepada 
wajib pajak untuk selalu patuh 
terhadap kewajiban pajaknya 
(x4.4) 
Kepatuhan 
Pajak (Y) 
WP yang telah 
menjalankan 
kewajiban perpajakan 
sesuai dengan ketentuan 
perpajakan yang berlaku 
1. Mengetahui danberusaha 
memahami UU (y1) 
2. Selalu mengisi formulir pajak 
denganbenar (y2) 
3. Selalu menghitung pajak dengan 
jumlah benar (y3) 
4. Selalu membayar pajak tepat 
waktu (y4) 
 
3.7 Instrumen Penelitian 
Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian yang 
diadopsi dari penelitian Mutmainnah (2014) dan Fitri (2016). Kuesioner yang 
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian. Masing-masing bagian 
tersebut yang berhubungan dengan kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, 
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sanksi pajak, pengawasan oleh account representative dan tingkat kepatuhan 
formal wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon. Jenis 
pernyataan adalah tertutup, dimana responden hanya memberi tick marks () 
pada pilihan jawaban yang tersedia. Penelitian ini menggunakan skala likert 1 
sampai 5. Angka 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 
menunjukkan Tidak Setuju (TS), angka 3 menunjukkan (N), angka 4 
menunjukkan Setuju (S), dan angka 5 menunjukkan Sangat Setuju (SS). 
 
3.8 Analisis Data 
3.8.1 Uji Kualitas Data 
Sebelum data dianalisis lebih lanjut maka terlebih dahulu akan dilakukan 
uji validitas dan reliabilitas. Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan 
instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas. 
Pengujian tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi 
data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen. 
1. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuisioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran 
dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar, karena 
instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner maka uji 
validitas data yang dilakukan dengan uji validitas isi. Pengujian validitas isi 
dilakukan dengan menghitung korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total 
skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan 
nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n – 2, dalam hal ini n 
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adalah jumlah sampel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka 
butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2016:52). 
2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 
reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 
konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dapat diukur 
dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan 
reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,70 (Ghozali, 2016:47). 
3.8.2 Uji Asumsi Klasik 
Untuk dapat melakukan analisis regresi berganda perlu pengujian asumsi 
klasik sebagai persyarakatan dalam analisis agar datanya dapat bermakna dan 
bermanfaat. Uji asumsi klasik meliputi : 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara 
termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik 
histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 
mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram 
hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode 
yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang 
membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan 
membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 
dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka 
garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 
diagonalnya. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 
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penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat 
histogram dari residualnya. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan 
mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola 
distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 
2016:154). 
2. Uji Multikolonieritas  
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 
Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor 
(VIF). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas 
adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 
2016:103). 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau 
tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 
dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 
scatterplot. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, 
serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 
terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134). 
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3.8.3 Uji Hipotesis 
 Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, 
pelayanan fiskus, sanksi pajak dan pengawasan oleh account representative 
terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak secara parsial digunakan 
pengujian hipotesis dengan uji t, sedangkan untuk menguji hipotesis mengenai 
pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan 
pengawasan oleh account representative terhadap tingkat kepatuhan formal 
wajib pajak secara simultan digunakan pengujian hipotesis dengan uji F. 
1. Uji t 
Uji statistik t digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing 
variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat untuk mengetahui ada 
tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap 
variabel terikat digunakan tingkat signifikan 0,05 jika nilai t hitung lebih kecil dari 
nilai t tabel pada taraf signifikan 0,05 maka Ha ditolak, sedangkan jika nilai t hitung 
lebih besar dari t tabel maka Ha diterima (Ghozali, 2005:85). Adapun langkah-
langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut. 
Ho : B = 0, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan 
pengawasan oleh account representative tidak berpengaruh secara parsial 
terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak. 
Ha : B ≠  0, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan 
pengawasan oleh account representative berpengaruh secara parsial terhadap 
tingkat kepatuhan formal wajib pajak. 
Untuk mencari t tabel dengan df = n-2, taraf nyata 5% dapat dilihat dengan 
menggunakan tabel statistik. Nilai t tabel dapat dilihat dengan menggunakan tabel 
t. Dasar pengambilan keputusan adalah. 
a. Jika t hitung > t tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak. 
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b. Jika t hitung < t tabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima. 
Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga dilakukan 
berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. 
a. Jika probabilitas > tingkat signifikan, maka Ha diterima dan Ho ditolak. 
b. Jika probabilitas < tingkat signifikan, maka Ha ditolak dan Ho diterima. 
2. Uji F 
Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau 
bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-
sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji statistik F digunakan untuk 
mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam 
model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada 
tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2005:84). Adapun langkah-langkah dalam 
pengambilan keputusan untuk uji F adalah sebagai berikut.  
Ho : B = 0, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan 
pengawasan oleh account representative tidak berpengaruh secara simultan 
terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak. 
Ha : B ≠  0, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan 
pengawasan oleh account representative berpengaruh secara simultan terhadap 
tingkat kepatuhan formal wajib pajak. 
Pada tabel ANOVA didapat uji F yang menguji semua sub variabel bebas 
yang akan memengaruhi persamaan regresi. Dengan menggunakan derajat 
keyakinan 95% atau taraf nyata 5% serta derajat kebebasan df1 dan df2 untuk 
mencari nilai F tabel. Nilai F tabel dapat dilihat dengan menggunakan F tabel. Dasar 
pengambilan keputusan adalah sebagai berikut.  
a. Jika F hitung > F tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak. 
b. Jika F hitung < F tabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima.  
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Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga dilakukan 
berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut.  
a. Jika probabilitas > tingkat signifikan, maka Ha diterima dan Ho ditolak.  
b. Jika probabilitas < tingkat signifikan, maka Ha ditolak dan Ho diterima.  
3.8.4 Model Analisis Data 
Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk 
menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel 
dependen. Analisis ini digunakan untuk menjawab bagaimana pengaruh 
kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan pengawasan oleh 
account representative terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak. 
Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut. 
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 
Keterangan: 
Y : Kepatuhan Formal Wajib Pajak 
X1 : Kesadaran Wajib Pajak 
X2 : Pelayanan Fiskus 
X3 : Sanksi Pajak 
X4 : Pengawasan oleh Account Representative 
α : Konstanta 
β : Koefisien regresi yang akan dihitung 
e : Faktor pengganggu atau error term 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 
pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 
1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan formal wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 
kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan formal wajib pajak pun akan tinggi.   
2. Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
formal wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pelayanan 
fiskus maka kepatuhan formal wajib pajak pun akan tinggi. 
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal 
wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat 
terhadap pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan suatu negara 
atau daerah.  
4. Pengawasan oleh account representatif berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh minimnya 
pengetahuan pajak oleh wajib pajak dan pengawasan dari account 
representative kurang memadai atau seringkali lalai.  
5. Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan pengawasan oleh 
account representative dapat bersama-bersama berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak, hal ini dikarenakan wajib 
pajak yang berada di kota ambon akan memiliki kepatuhan formal yang tinggi 
terhadap pajak jika keempat variabel tersebut dijalankan bersama-sama 
sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. 
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5.2 Saran 
Penelitian ini masih membutuhkan beberapa item perbaikan untuk 
dilakukan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan 
dengan objek penelitian yang sejenis sehingga dapat menjadikan penelitian ini 
lebih baik. Adapun beberapa saran perbaikan yaitu sebagai berikut. 
1. Melakukan upaya-upaya sosialisasi pepajakan yang lebih menarik, inovatif 
dan tidak kaku sehingga wajib pajak akan lebih sadar dan peduli untuk 
melaporkan kewajiban perpajakannya. Dan semakin sering melakukan 
penyuluhan di berbagai tempat agar semakin banyak masyarakat yang 
memahami perpajakan yang bisa membuat mereka menyadari pentingnya 
membayar pajak. 
2. Fiskus harus bertindak profesional dalam melayani para wajib pajak dengan 
sebaik-baiknya. Pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pelatihan 
pelayanan wajib pajak agar dapat meningkatkan pelayanan fiskus kepada 
wajib pajak. Fiskus juga diseleksi dengan ketat sesuai dengan bidang 
keahlian yang dibutuhkan agar fiskus benar-benar cakap dalam melakukan 
tugasnya.  
3. Melaksanakan penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan 
yang berlaku, secara tegas memberlakukan setiap sanksi agar wajib pajak 
patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan tidak meremehkan 
setiap sanksi yang ada. 
4. Pengawasan yang dilakukan oleh account representative harus ditingkatkan 
lagi dan atau melibatkan semua unsur-unsur pimpinan dan pegawai pajak 
sehingga akan lebih memuaskan wajib pajak dan dapat meningkatkan minat 
para wajib pajak untuk membayar pajaknya.  
64 
 
 
 
5. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik ini dapat dengan tetap 
menggunakan variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak 
dan pengawasan oleh account representative atau dapat melakukan 
penelitian pengembangan dengan mengganti indikator variabel independen, 
serta menambah variabel dependen lainnya ataupun berbeda dari penelitian 
ini untuk melihat kepatuhan wajib pajak.  
6. Memperluas populasi penelitian yaitu dengan menambah jumlah responden 
yang terdaftar di KPP Pratama Ambon. Guna memperoleh tanggapan dan 
kesimpulan yang berbeda untuk menambah wawasan. Serta mengevaluasi 
pertanyaan-pertanyaan kuesioner agar pertanyaan-pertanyaan tersebut 
dapat mewakili secara tepat variabel yang ingin diukur. Peneliti juga 
menyarankan agar mencari indikator lain yang digunakan untuk mengukur 
variabel-variabel yang diteliti. 
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Riwayat Pendidikan 
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Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya. 
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               Siti Fatimah Bandjar 
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LAMPIRAN 2 KUESIONER PENELITIAN 
Lampiran : Kuesioner Penelitian 
 
Kepada Yth, 
Bapak/Ibu Wajib Pajak Orang Pribadi 
Di - 
        Ambon 
 
Dengan Hormat, 
 Sehubungan dengan maksud untuk menyusun skripsi yang berjudul 
“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan 
Pengawasan oleh Account Representative terhadap Tingkat Kepatuhan Formal 
Wajib Pajak”, maka diperlukan data penelitian dengan judul tersebut. 
 Identitas Peneliti : 
 Nama/NIM   : Siti Fatimah Bandjar 
 Program studi/Fakultas : Akuntansi/Ekonomi 
  
Peneliti menyadari sepenuhnya, kuesioner ini sedikit meminta waktu 
Bapak/Ibu yang sangat padat. Namun demikian dengan segala kerendahan hati 
peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi 
kuesioner ini. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya dijamin dan jawaban 
tersebut semata-mata hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam 
rangka penyusunan skripsi ini.  
 Atas perhatian serta kerjasama Bapak/Ibu, Peneliti ucapkan Terima 
Kasih. 
        
         Hormat Saya 
 
 
        Siti Fatimah Bandjar 
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KUESIONER PENELITIAN 
IDENTITAS RESPONDEN 
Nama Responden  
Umur  
JenisKelamin *) Laki-Laki Perempuan 
Pekerjaan  
Lama Bekerja  
PendidikanTerakhir  
Pengisian SPT di lakukanoleh *) Sendiri Konsultan Tenaga Ahli 
PendidikanPerpajakan *) Kursus Pelatihan Penyuluhan BelajarSendiri 
*) Coret yang tidak perlu 
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
 Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Pegaruh 
Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Pengawasan oleh Account 
Representative dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib 
Pajak. Mohon Bapak/Ibu menjawab pertanyaan dengan memberi tanda silang (x) 
pada kotak jawaban yang dianggap tepat.  
Keterangan: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
N : Netral 
  S : Setuju 
  SS : Sangat Setuju 
 
Variabel Kepatuhan Formal Wajib Pajak 
No Indikator Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Secara umum dapat dikatakan bahwa 
Bapak/Ibu paham UU Perpajakan 
     
2 Bapak/Ibu selalu mengisi formulir pajak 
dengan benar 
     
3 Bapak/Ibu selalu menghitung pajak dengan 
jumlah yang benar 
     
4 Bapak/Ibu selalu membayar pajak tepat 
pada waktunya 
     
 
Variabel Kesadaran Wajib Pajak 
No Indikator Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Pajak adalah iuran rakyat untuk dana 
pembangunan 
     
2 Pajak adalah iuran rakyat untuk dana 
pengeluaran umum pelaksanaan fungsi 
pemerintah 
     
3 Pajak merupakan sumber penerimaan 
negara yang terbesar 
     
4 Pajak harus saya bayar karena pajak 
merupakan kewajiban kita sebagai warga 
Negara 
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Variabel Pelayanan Fiskus 
No Indikator Penelitian STS TS N S SS 
1 Petugas pajak telah memberikan pelayanan 
pajak dengan baik 
     
2 Bapak/Ibu merasa bahwa penyuluhan yang 
dilakukan oleh petugas pajak dapat 
membantu pemahaman Bapak/Ibu 
mengenai hak dan kewajiban Bapak/Ibu 
selaku Wajib Pajak 
     
3 Petugas pajak senantiasa memperhatikan 
keberatan Wajib Pajak atas pajak yang 
dikenakan 
     
4 Cara membayar pajak adalah 
mudah/efisien 
     
 
Variabel Sanksi Pajak 
No Indikator Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Sanksi pajak sangat diperlukan agar 
tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakan 
     
2 Pengenaan sanksi harus dilaksanakan 
dengan tegas kepada semuaWajib Pajak 
yang melakukan pelanggaran 
     
3 Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak 
harus sesuai dengan besar kecilnya 
pelanggaran yang sudah dilakukan 
     
4 Penerapan sanksi pajak harus sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku 
     
 
Variabel Account Representative 
No Indikator Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Account Representative membuat nota 
perhitungan penerbitan surat tagih kepada 
Wajib Pajak 
     
2 Account Representative membuat surat 
pemberitahuan perubahan besarnya nilai 
pajak Wajib Pajak 
     
3 Account Representative memberikan 
himbauan mengenai pelaporan dan 
penyetoran SPT masa dan SPT tahunan 
     
4 Account Representative memberikan 
motivasi kepada Wajib Pajak untuk selalu 
patuh terhadap kewajiban pajaknya 
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LAMPIRAN 3 HASIL OLAH DATA SPSS 
 
UJI REALIBILITAS DAN VALIDITAS X1 
Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 
Kesadar
an WP 
X1.1 Pearson Correlation 1 ,593** ,182 ,265** ,711** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,070 ,008 ,000 
N 100 100 100 100 100 
X1.2 Pearson Correlation ,593** 1 ,302** ,120 ,725** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,002 ,235 ,000 
N 100 100 100 100 100 
X1.3 Pearson Correlation ,182 ,302** 1 ,812** ,766** 
Sig. (2-tailed) ,070 ,002  ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 
X1.4 Pearson Correlation ,265** ,120 ,812** 1 ,718** 
Sig. (2-tailed) ,008 ,235 ,000  ,000 
N 100 100 100 100 100 
Kesadaran WP Pearson Correlation ,711** ,725** ,766** ,718** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,704 4 
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UJI REALIBILITAS DAN VALIDITAS X2 
 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 
Pelayanan 
Fiskus 
X2.1 Pearson Correlation 1 ,246* ,260** ,322** ,606** 
Sig. (2-tailed)  ,014 ,009 ,001 ,000 
N 100 100 100 100 100 
X2.2 Pearson Correlation ,246* 1 ,346** ,555** ,711** 
Sig. (2-tailed) ,014  ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 
X2.3 Pearson Correlation ,260** ,346** 1 ,619** ,790** 
Sig. (2-tailed) ,009 ,000  ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 
X2.4 Pearson Correlation ,322** ,555** ,619** 1 ,836** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000  ,000 
N 100 100 100 100 100 
Pelayanan 
Fiskus 
Pearson Correlation ,606** ,711** ,790** ,836** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 100 100,0 
 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,711 4 
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UJI REALIBILITAS DAN VALIDITAS X3 
 
Correlations 
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 Sanksi Pajak 
X3.1 Pearson Correlation 1 ,831** ,766** ,177 ,900** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,078 ,000 
N 100 100 100 100 100 
X3.2 Pearson Correlation ,831** 1 ,882** ,036 ,890** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,718 ,000 
N 100 100 100 100 100 
X3.3 Pearson Correlation ,766** ,882** 1 -,026 ,857** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,795 ,000 
N 100 100 100 100 100 
X3.4 Pearson Correlation ,177 ,036 -,026 1 ,406** 
Sig. (2-tailed) ,078 ,718 ,795  ,000 
N 100 100 100 100 100 
Sanksi Pajak Pearson Correlation ,900** ,890** ,857** ,406** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,744 4 
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UJI REALIBILITAS DAN VALIDITAS X4 
 
Correlations 
 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 
Account 
Representative 
X4.1 Pearson Correlation 1 ,700** ,479** ,479** ,761** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 
X4.2 Pearson Correlation ,700** 1 ,700** ,700** ,871** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 
X4.3 Pearson Correlation ,479** ,700** 1 1,000** ,923** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 
X4.4 Pearson Correlation ,479** ,700** 1,000** 1 ,923** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 
N 100 100 100 100 100 
Account 
Representative 
Pearson Correlation ,761** ,871** ,923** ,923** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 100 100,0 
 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,884 4 
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UJI REALIBILITAS DAN VALIDITAS Y 
 
Correlations 
 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 
Kepatuhan 
WP 
Y1.1 Pearson Correlation 1 1,000** ,284** -,008 ,508** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,004 ,940 ,000 
N 100 100 100 100 100 
Y1.2 Pearson Correlation 1,000** 1 ,284** -,008 ,508** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,004 ,940 ,000 
N 100 100 100 100 100 
Y1.3 Pearson Correlation ,284** ,284** 1 ,562** ,863** 
Sig. (2-tailed) ,004 ,004  ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 
Y1.4 Pearson Correlation -,008 -,008 ,562** 1 ,780** 
Sig. (2-tailed) ,940 ,940 ,000  ,000 
N 100 100 100 100 100 
Kepatuhan 
WP 
Pearson Correlation ,508** ,508** ,863** ,780** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 100 100,0 
 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,763 5 
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STATISTIK DESKRIPTIF 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kesadaran WP 100 13 20 17,47 1,460 
Pelayanan Fiskus 100 13 20 16,44 1,336 
Sanksi Pajak 100 15 20 17,38 1,543 
Account Representative 100 16 20 16,14 ,636 
Kepatuhan WP 100 15 20 16,94 1,033 
Valid N (listwise) 100     
 
UJI HETEROSKEDASTISITAS 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Account 
Representative, 
Sanksi Pajak, 
Pelayanan Fiskus, 
Kesadaran WPb 
. Enter 
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP 
b. All requested variables entered. 
 
Charts 
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UJI MULTIKOLINEARITAS 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Account 
Representative, 
Sanksi Pajak, 
Pelayanan Fiskus, 
Kesadaran WPb 
. Enter 
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP 
b. All requested variables entered. 
 
Coefficientsa 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 Kesadaran WP ,898 1,114 
Pelayanan Fiskus ,938 1,066 
Sanksi Pajak ,894 1,118 
Account Representative ,934 1,070 
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP 
 
 
UJI NORMALITAS 
 
Charts 
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UJI ANALISIS REGRESI BERGANDA, UJI F, UJI t 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Account 
Representative, 
SanksiPajak, 
PelayananFiskus, 
KesadaranWPb 
. Enter 
 
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,721a ,519 ,499 ,731 
 
a. Predictors: (Constant), Account Representative, SanksiPajak, 
PelayananFiskus, Kesadaran WP 
b. Dependent Variable: Kepatuhan WP 
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ANOVAa 
Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 54,842 4 13,711 25,641 ,000b 
Residual 50,798 95 ,535   
Total 105,640 99    
 
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP 
b. Predictors: (Constant), Account Representative, SanksiPajak, PelayananFiskus, Kesadaran WP 
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -3,277 2,182  -1,502 ,136 
Kesadaran WP ,112 ,053 ,159 2,113 ,037 
PelayananFiskus ,309 ,057 ,400 5,441 ,000 
SanksiPajak ,177 ,050 ,265 3,517 ,001 
Account 
Representative 
,625 ,120 ,385 5,231 ,000 
 
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP 
 
Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 15,69 20,45 16,94 ,744 100 
Std. Predicted Value -1,681 4,712 ,000 1,000 100 
Standard Error of Predicted 
Value 
,082 ,462 ,150 ,065 100 
Adjusted Predicted Value 15,67 20,74 16,95 ,770 100 
Residual -1,990 1,693 ,000 ,716 100 
Std. Residual -2,722 2,315 ,000 ,980 100 
Stud. Residual -2,807 2,345 -,005 1,007 100 
Deleted Residual -2,117 1,736 -,008 ,758 100 
Stud. Deleted Residual -2,916 2,403 -,005 1,017 100 
Mahal. Distance ,241 38,453 3,960 5,739 100 
Cook's Distance ,000 ,111 ,012 ,022 100 
Centered Leverage Value ,002 ,388 ,040 ,058 100 
 
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP 
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LAMPIRAN 4 HASIL TABULASI DATA 
 
Rekap variabel Y Kepatuhan Formal Wajib Pajak 
  Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Total 
1 4 4 4 4 16 
2 4 4 4 5 17 
3 4 4 4 4 16 
4 4 4 4 5 17 
5 4 4 4 5 17 
6 4 4 5 5 18 
7 4 4 4 4 16 
8 4 4 4 4 16 
9 4 4 4 4 16 
10 4 4 4 4 16 
11 5 5 5 5 20 
12 4 4 4 3 15 
13 4 4 4 4 16 
14 4 4 5 5 18 
15 4 4 5 5 18 
16 4 4 5 5 18 
17 4 4 4 4 16 
18 4 4 4 4 16 
19 4 4 4 4 16 
20 4 4 4 5 17 
21 4 4 4 5 17 
22 4 4 4 5 17 
23 4 4 5 5 18 
24 4 4 5 5 18 
25 4 4 5 5 18 
26 4 4 5 5 18 
27 4 4 4 5 17 
28 4 4 5 5 18 
29 4 4 5 5 18 
30 4 4 5 5 18 
31 4 4 5 5 18 
32 4 4 4 4 16 
33 4 4 4 5 17 
34 4 4 5 5 18 
35 4 4 4 4 16 
36 4 4 4 4 16 
37 4 4 4 4 16 
38 4 4 4 4 16 
39 5 5 5 4 19 
40 4 4 5 5 18 
41 4 4 4 4 16 
42 4 4 4 5 17 
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43 4 4 4 4 16 
44 4 4 4 5 17 
45 4 4 4 5 17 
46 4 4 5 5 18 
47 4 4 4 4 16 
48 4 4 4 4 16 
49 4 4 4 4 16 
50 4 4 4 4 16 
51 4 4 4 4 16 
52 4 4 4 5 17 
53 4 4 4 4 16 
54 4 4 4 5 17 
55 4 4 4 5 17 
56 4 4 5 5 18 
57 4 4 4 4 16 
58 4 4 4 4 16 
59 4 4 4 4 16 
60 4 4 4 4 16 
61 5 5 5 5 20 
62 4 4 4 3 15 
63 4 4 4 4 16 
64 4 4 5 5 18 
65 4 4 5 5 18 
66 4 4 5 5 18 
67 4 4 4 4 16 
68 4 4 4 4 16 
69 4 4 4 4 16 
70 4 4 4 5 17 
71 4 4 4 5 17 
72 4 4 4 5 17 
73 4 4 5 5 18 
74 4 4 5 5 18 
75 4 4 5 5 18 
76 4 4 5 5 18 
77 4 4 4 5 17 
78 4 4 5 5 18 
79 4 4 5 5 18 
80 4 4 5 5 18 
81 4 4 5 5 18 
82 4 4 4 4 16 
83 4 4 4 5 17 
84 4 4 5 5 18 
85 4 4 4 4 16 
86 4 4 4 4 16 
87 4 4 4 4 16 
88 4 4 4 4 16 
89 5 5 5 4 19 
90 4 4 5 5 18 
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91 4 4 4 4 16 
92 4 4 4 5 17 
93 4 4 4 4 16 
94 4 4 4 5 17 
95 4 4 4 5 17 
96 4 4 5 5 18 
97 4 4 4 4 16 
98 4 4 4 4 16 
99 4 4 4 4 16 
100 4 4 4 4 16 
 
 
Rekap Variabel X1 Kesadaran Wajib Pajak 
  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 Total 
1 4 4 4 4 16 
2 4 5 5 4 18 
3 4 4 4 4 16 
4 4 5 4 4 17 
5 4 5 5 4 18 
6 5 5 5 5 20 
7 4 4 4 4 16 
8 4 4 4 4 16 
9 4 4 4 4 16 
10 4 4 5 5 18 
11 5 5 4 4 18 
12 4 3 4 4 15 
13 4 4 5 5 18 
14 5 5 4 4 18 
15 5 5 4 4 18 
16 5 5 5 5 20 
17 4 4 4 4 16 
18 4 4 4 4 16 
19 4 4 5 5 18 
20 4 5 5 5 19 
21 4 5 4 4 17 
22 4 5 4 4 17 
23 5 5 4 4 18 
24 5 5 4 4 18 
25 5 5 5 5 20 
26 5 5 5 5 20 
27 4 5 4 4 17 
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28 5 5 4 4 18 
29 5 5 4 4 18 
30 5 5 5 5 20 
31 5 5 4 4 18 
32 4 4 4 4 16 
33 4 5 4 4 17 
34 5 5 5 5 20 
35 4 4 5 5 18 
36 4 4 4 4 16 
37 4 4 4 4 16 
38 4 4 5 5 18 
39 5 4 4 4 17 
40 5 5 4 4 18 
41 4 4 4 4 16 
42 4 5 5 4 18 
43 4 4 4 4 16 
44 4 5 4 4 17 
45 4 5 5 4 18 
46 5 5 5 5 20 
47 4 4 4 4 16 
48 4 4 4 4 16 
49 4 5 5 4 18 
50 4 4 4 4 16 
51 4 5 4 4 17 
52 4 5 5 4 18 
53 5 5 5 5 20 
54 4 4 4 4 16 
55 4 4 4 4 16 
56 4 4 4 4 16 
57 4 4 5 5 18 
58 5 5 4 4 18 
59 4 3 4 4 15 
60 4 4 5 5 18 
61 5 5 4 4 18 
62 5 5 4 4 18 
63 5 5 5 5 20 
64 4 4 4 4 16 
65 4 4 4 4 16 
66 4 4 5 5 18 
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67 4 5 5 5 19 
68 4 5 4 4 17 
69 4 5 4 4 17 
70 5 5 4 4 18 
71 5 5 4 4 18 
72 5 5 5 5 20 
73 5 5 5 5 20 
74 4 5 4 4 17 
75 5 5 4 4 18 
76 5 5 4 4 18 
77 5 5 5 5 20 
78 5 5 4 4 18 
79 4 4 4 4 16 
80 4 5 4 4 17 
81 5 5 5 5 20 
82 4 4 5 5 18 
83 4 4 4 4 16 
84 4 4 4 4 16 
85 4 4 5 5 18 
86 5 4 4 4 17 
87 5 5 4 4 18 
88 4 4 4 4 16 
89 4 5 5 4 18 
90 4 4 4 4 16 
91 4 5 4 4 17 
92 4 5 5 4 18 
93 5 5 5 5 20 
94 4 4 4 4 16 
95 4 4 4 4 16 
96 4 4 4 4 16 
97 4 4 4 4 16 
98 5 5 5 5 20 
99 4 4 4 4 16 
100 3 3 3 4 13 
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Rekap Variabel X2 Pelayanan Fiskus 
   X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 Total 
1 4 4 4 4 16 
2 4 4 4 4 16 
3 4 4 4 4 16 
4 4 4 5 4 17 
5 4 4 5 4 17 
6 4 4 4 4 16 
7 4 4 4 4 16 
8 5 4 4 4 17 
9 4 4 4 4 16 
10 4 4 4 4 16 
11 5 5 5 5 20 
12 3 4 4 4 15 
13 3 4 4 4 15 
14 4 4 5 5 18 
15 5 5 5 5 20 
16 4 4 5 4 17 
17 4 4 3 3 14 
18 4 4 4 4 16 
19 4 3 4 3 14 
20 4 5 4 4 17 
21 4 4 3 4 15 
22 4 4 4 4 16 
23 4 5 4 4 17 
24 4 5 4 4 17 
25 4 4 4 4 16 
26 4 4 4 4 16 
27 4 4 4 4 16 
28 4 4 5 4 17 
29 4 4 4 4 16 
30 4 5 5 5 19 
31 5 5 5 4 19 
32 4 4 4 4 16 
33 4 4 3 4 15 
34 5 4 4 4 17 
35 4 3 3 3 13 
36 4 4 4 4 16 
37 4 5 4 4 17 
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38 5 4 5 5 19 
39 4 4 4 4 16 
40 5 4 4 4 17 
41 4 4 4 4 16 
42 4 4 4 4 16 
43 4 4 4 4 16 
44 4 4 5 4 17 
45 4 4 5 4 17 
46 4 4 4 4 16 
47 4 4 4 4 16 
48 5 4 4 4 17 
49 4 4 4 4 16 
50 4 4 4 4 16 
51 4 4 4 4 16 
52 4 4 4 4 16 
53 4 4 4 4 16 
54 4 4 5 4 17 
55 4 4 5 4 17 
56 4 4 4 4 16 
57 4 4 4 4 16 
58 5 4 4 4 17 
59 4 4 4 4 16 
60 4 4 4 4 16 
61 5 5 5 5 20 
62 3 4 4 4 15 
63 3 4 4 4 15 
64 4 4 5 5 18 
65 5 5 5 5 20 
66 4 4 5 4 17 
67 4 4 3 3 14 
68 4 4 4 4 16 
69 4 3 4 3 14 
70 4 5 4 4 17 
71 4 4 3 4 15 
72 4 4 4 4 16 
73 4 5 4 4 17 
74 4 5 4 4 17 
75 4 4 4 4 16 
76 4 4 4 4 16 
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77 4 4 4 4 16 
78 4 4 5 4 17 
79 4 4 4 4 16 
80 4 5 5 5 19 
81 5 5 5 4 19 
82 4 4 4 4 16 
83 4 4 3 4 15 
84 5 4 4 4 17 
85 4 3 3 3 13 
86 4 4 4 4 16 
87 4 5 4 4 17 
88 5 4 5 5 19 
89 4 4 4 4 16 
90 5 4 4 4 17 
91 4 4 4 4 16 
92 4 4 4 4 16 
93 4 4 4 4 16 
94 4 4 5 4 17 
95 4 4 5 4 17 
96 4 4 4 4 16 
97 4 4 4 4 16 
98 5 4 4 4 17 
99 4 4 4 4 16 
100 4 4 4 4 16 
 
 
Rekap Variabel X3 Sanksi Pajak 
    X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 Total 
1 4 4 4 5 17 
2 5 4 4 5 18 
3 4 4 4 4 16 
4 4 4 4 5 17 
5 5 4 4 5 18 
6 5 5 5 5 20 
7 4 4 4 4 16 
8 4 4 4 4 16 
9 4 4 4 4 16 
10 5 5 5 4 19 
11 4 4 4 5 17 
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12 4 4 4 3 15 
13 5 5 5 4 19 
14 4 4 4 5 17 
15 4 4 4 5 17 
16 5 5 5 5 20 
17 4 4 4 4 16 
18 4 4 3 4 15 
19 5 5 5 4 19 
20 5 5 5 5 20 
21 4 4 4 5 17 
22 4 4 4 5 17 
23 4 4 4 5 17 
24 4 4 3 5 16 
25 5 5 5 5 20 
26 5 5 5 5 20 
27 4 4 4 5 17 
28 4 4 4 5 17 
29 4 4 3 5 16 
30 5 5 5 5 20 
31 4 4 4 5 17 
32 4 4 4 4 16 
33 4 4 3 5 16 
34 5 5 5 5 20 
35 5 5 5 4 19 
36 4 4 4 4 16 
37 4 4 4 4 16 
38 5 5 5 4 19 
39 4 4 4 4 16 
40 4 4 4 5 17 
41 4 4 4 4 16 
42 5 4 4 5 18 
43 4 4 4 4 16 
44 4 4 4 5 17 
45 5 4 4 5 18 
46 5 5 5 5 20 
47 4 4 4 4 16 
48 4 4 4 4 16 
49 4 4 4 4 16 
50 5 5 5 4 19 
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51 4 4 4 5 17 
52 5 4 4 5 18 
53 4 4 4 4 16 
54 4 4 4 5 17 
55 5 4 4 5 18 
56 5 5 5 5 20 
57 4 4 4 4 16 
58 4 4 4 4 16 
59 4 4 4 4 16 
60 5 5 5 4 19 
61 4 4 4 5 17 
62 4 4 4 3 15 
63 5 5 5 4 19 
64 4 4 4 5 17 
65 4 4 4 5 17 
66 5 5 5 5 20 
67 4 4 4 4 16 
68 4 4 3 4 15 
69 5 5 5 4 19 
70 5 5 5 5 20 
71 4 4 4 5 17 
72 4 4 4 5 17 
73 4 4 4 5 17 
74 4 4 3 5 16 
75 5 5 5 5 20 
76 5 5 5 5 20 
77 4 4 4 5 17 
78 4 4 4 5 17 
79 4 4 3 5 16 
80 5 5 5 5 20 
81 4 4 4 5 17 
82 4 4 4 4 16 
83 4 4 3 5 16 
84 5 5 5 5 20 
85 5 5 5 4 19 
86 4 4 4 4 16 
87 4 4 4 4 16 
88 5 5 5 4 19 
89 4 4 4 4 16 
91 
 
 
 
90 4 4 4 5 17 
91 4 4 4 4 16 
92 5 4 4 5 18 
93 4 4 4 4 16 
94 4 4 4 5 17 
95 5 4 4 5 18 
96 5 5 5 5 20 
97 4 4 4 4 16 
98 4 4 4 4 16 
99 4 4 4 4 16 
100 5 5 5 4 19 
 
 
Rekap Variabel X4 Account Representative 
  X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 Total 
1 4 4 4 4 16 
2 3 3 4 4 14 
3 3 4 4 4 15 
4 5 5 5 5 20 
5 4 4 5 5 18 
6 5 4 4 5 18 
7 4 4 4 4 16 
8 3 3 4 4 14 
9 3 3 4 4 14 
10 4 4 4 4 16 
11 4 5 4 4 17 
12 5 5 5 5 20 
13 3 4 5 5 17 
14 5 3 4 4 16 
15 5 5 5 5 20 
16 4 4 4 4 16 
17 3 3 3 4 13 
18 4 4 4 5 17 
19 4 4 4 4 16 
20 4 5 5 4 18 
21 4 4 4 4 16 
22 5 5 5 5 20 
23 4 4 4 4 16 
24 3 4 3 4 14 
25 4 4 4 4 16 
92 
 
 
 
26 3 5 3 5 16 
27 4 4 4 4 16 
28 4 4 5 5 18 
29 4 4 4 4 16 
30 5 5 5 5 20 
31 5 4 5 4 18 
32 5 5 5 5 20 
33 4 4 4 4 16 
34 4 4 4 4 16 
35 4 5 4 5 18 
36 4 4 4 4 16 
37 5 5 5 5 20 
38 3 4 5 4 16 
39 4 4 4 4 16 
40 3 3 3 4 13 
41 4 4 4 4 16 
42 5 5 5 5 20 
43 3 4 4 5 16 
44 5 5 5 5 20 
45 4 4 4 4 16 
46 4 4 4 4 16 
47 5 5 5 5 20 
48 4 5 4 5 18 
49 5 5 5 5 20 
50 4 4 4 4 16 
51 5 4 5 4 18 
52 5 5 5 5 20 
53 4 4 4 4 16 
54 4 4 4 4 16 
55 4 5 4 5 18 
56 4 4 4 4 16 
57 5 5 5 5 20 
58 3 4 5 4 16 
59 4 4 4 4 16 
60 3 3 3 4 13 
61 5 4 4 5 18 
62 4 4 4 4 16 
63 3 3 4 4 14 
64 3 3 4 4 14 
65 4 4 4 4 16 
66 4 5 4 4 17 
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67 5 5 5 5 20 
68 3 4 5 5 17 
69 5 3 4 4 16 
70 5 5 5 5 20 
71 4 5 4 5 18 
72 4 4 4 4 16 
73 5 5 5 5 20 
74 3 4 5 4 16 
75 4 4 4 4 16 
76 3 3 3 4 13 
77 4 4 4 4 16 
78 5 5 5 5 20 
79 3 4 4 5 16 
80 5 5 5 5 20 
81 4 4 4 4 16 
82 4 4 4 4 16 
83 3 3 4 4 14 
84 3 4 4 4 15 
85 5 5 5 5 20 
86 4 4 5 5 18 
87 5 4 4 5 18 
88 4 4 4 4 16 
89 3 3 4 4 14 
90 3 3 4 4 14 
91 4 4 4 4 16 
92 4 5 4 4 17 
93 5 5 5 5 20 
94 3 4 5 5 17 
95 5 3 4 4 16 
96 5 5 5 5 20 
97 4 4 4 4 16 
98 3 4 4 4 15 
99 4 5 5 5 19 
100 5 5 5 5 20 
 
 
 
 
